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Abstrak. Penyusunan risalah rapat paripurna merupakan bagian penting dari penyelenggaraan fungsi
DPRD, yang berperan sebagai dokumen resmi untuk mencatat jalannya rapat, pendapat peserta,
dan keputusan yang dihasilkan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Bagian
Persidangan Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo dalam penyusunan risalah rapat paripurna
serta mengidentifikasi faktor penghambat yang memengaruhi efektivitas proses tersebut. Metode
yang digunakan adalah sosiolegal dengan pendekataan socio of law. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa penyusunan risalah rapat dilakukan melalui tahapan persiapan, pencatatan
selama rapat, penyusunan naskah, pemeriksaan dan pengesahan, serta pengarsipan dan
publikasi. Namun, proses ini menghadapi kendala utama berupa keterbatasan sumber daya
manusia, tingginya intensitas agenda rapat, koordinasi antarpetugas yang kurang optimal, serta
keterbatasan waktu penyusunan risalah. Untuk mengatasi hambatan tersebut, diperlukan
peningkatan kapasitas dan kompetensi petugas, manajemen jadwal yang lebih terstruktur,
koordinasi internal yang jelas, serta pemanfaatan teknologi informasi seperti sistem daftar hadir
berbasis online. Penelitian ini menekankan pentingnya peran Bagian Persidangan dalam
memastikan risalah rapat paripurna disusun secara akurat, tepat waktu, dan mendukung
transparansi serta akuntabilitas DPRD.

Kata Kunci — Rapat Paripurna, DPRD Sidoarjo, Peran Lembaga

.  PENDAHULUAN

Penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia dilaksanakan dalam kerangka Negara
Kesatuan Republik Indonesia dengan berpedoman pada asas desentralisasi. Asas ini memberikan
kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan sesuai dengan
kebutuhan dan potensi daerahnya masing-masing sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Angka 8
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah [1]. Melalui otonomi daerah,
penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui
pelayanan publik yang lebih efektif, pengelolaan potensi daerah, serta peningkatan partisipasi masyarakat
dalam proses pemerintahan [2]. Kewenangan yang diberikan kepada pemerintah daerah melalui otonomi
daerah membuka ruang bagi lahirnya kebijakan dan program pembangunan yang efektif dan responsif
terhadap permasalahan masyarakat. Hal ini sekaligus mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan
yang transparan dan akuntabel serta memperkuat partisipasi masyarakat dalam proses penyelenggaraan
pemerintahan daerah [3].
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Implementasi otonomi daerah menuntut adanya mekanisme checks and balances dalam
penyelenggaraan pemerintahan daerah [4]. Dalam hal ini, DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat yang
berfungsi untuk menyalurkan aspirasi masyarakat serta mengawal jalannya penyelenggaraan
pemerintahan daerah melalui pelaksanaan fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan.
Fungsi legislasi diwujudkan dalam pembentukan peraturan daerah bersama kepala daerah, fungsi
anggaran dilaksanakan melalui pembahasan dan persetujuan anggaran pendapatan dan belanja daerah,
sedangkan fungsi pengawasan dilakukan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan kebijakan
pemerintah daerah guna memastikan penyelenggaraan pemerintahan berjalan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan dan kepentingan masyarakat [5].

Dalam menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan tersebut, DPRD tidak dapat
melaksanakannya secara mandiri, melainkan membutuhkan dukungan administratif dan teknis yang
memadai. Sekretariat DPRD sebagai perangkat daerah yang berperan memberikan pelayanan
administratif, persidangan, serta penyediaan data dan informasi guna menunjang kelancaran pelaksanaan
tugas DPRD. Keberadaan Sekretariat DPRD menjadi unsur pendukung yang strategis dalam memastikan
seluruh proses persidangan, pembahasan kebijakan, serta pengambilan keputusan DPRD dapat berjalan
secara tertib dan efektif [6]. Struktur organisasi Sekretariat DPRD terdiri atas beberapa bagian yang
memiliki tugas dan fungsi sesuai dengan bidang kerjanya masing-masing. Salah satu bagian yang memiliki
peran strategis dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD adalah Bagian Persidangan dan
Perundang — Undangan. Bagian ini bertanggung jawab dalam memberikan dukungan administratif dan
teknis yang berkaitan langsung dengan kegiatan persidangan serta proses pembentukan produk hukum
daerah [7].

Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan memiliki peran penting dalam memfasilitasi
penyelenggaraan seluruh kegiatan persidangan DPRD, baik rapat paripurna, rapat komisi, rapat badan
musyawarah, rapat badan anggaran, maupun rapat kerja dengan perangkat daerah dan pihak terkait
lainnya [8]. Kegiatan persidangan tersebut merupakan sarana utama bagi DPRD dalam melaksanakan
fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Oleh karena itu, kelancaran dan ketertiban
persidangan sangat bergantung pada kesiapan administrasi yang dikelola oleh Bagian Persidangan dan
Perundang-Undangan. Selain memfasilitasi kegiatan persidangan,, Bagian Persidangan dan Perundang-
Undangan juga berperan dalam mendukung pelaksanaan fungsi legislasi DPRD melalui kegiatan kajian
perundang-undangan, fasilitasi penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda),
penyusunan naskah akademik, serta penyusunan draf Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) inisiatif
DPRD [9]. Bagian ini juga melaksanakan verifikasi, evaluasi, dan analisis terhadap produk peraturan
perundang-undangan guna memastikan kesesuaiannya dengan peraturan yang berlaku.

Hasil dari setiap kegiatan persidangan DPRD dituangkan ke dalam bentuk risalah rapat sebagai
dokumen resmi lembaga legislatif daerah [10]. Penyusunan risalah rapat menjadi salah satu tugas utama
Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan karena risalah rapat memuat jalannya persidangan, pokok-
pokok pembahasan, pendapat yang disampaikan oleh peserta rapat, serta keputusan yang dihasilkan.
Risalah rapat berfungsi sebagai arsip resmi DPRD, dasar tindak lanjut kebijakan, serta bentuk
pertanggungjawaban administratif atas pelaksanaan fungsi DPRD [11]. Pelaksanaan tugas dalam
penyusunan risalah rapat menuntut ketelitian, pemahaman substansi pembahasan, serta koordinasi yang
baik dengan pimpinan DPRD, anggota DPRD, dan perangkat daerah terkait. Selain itu, dukungan sumber
daya manusia yang kompeten serta ketersediaan sarana dan prasarana pendukung turut memengaruhi
kualitas administrasi persidangan DPRD.

Pelaksanaan tugas Bagian Persidangan Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo dalam mendukung
penyelenggaraan rapat paripurna serta penyusunan risalah rapat paripurna pada prinsipnya telah berjalan
sesuai dengan ketentuan administrasi persidangan. Namun demikian, dalam praktiknya masih terdapat
hal-hal yang memerlukan perhatian agar pelaksanaan tugas tersebut dapat berlangsung secara lebih
optimal dan berkelanjutan. Berdasarkan dari pengamatan penulis risalah rapat kebutuhan peningkatan
kapasitas sumber daya manusia, dinamika koordinasi persidangan, tingginya intensitas agenda rapat, serta
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keterbatasan waktu penyusunan risalah setelah rapat berlangsung yang juga memerlukan ketelitian dalam
verifikasi kehadiran peserta rapat.

Pengalaman penulis selama melaksanakan magang pada Bagian Persidangan dan Perundang —
Undangan di Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo memberikan pemahaman mengenai pentingnya peran
Bagian Persidangan dalam penyusunan risalah rapat paripurna. Penulis terlibat secara langsung dalam
kegiatan penyalinan risalah rapat, perapian format dokumen, pengarsipan digital, serta dokumentasi hasil
rapat paripurna. Melalui keterlibatan tersebut, penulis memperoleh gambaran nyata mengenai bagaimana
mekanisme persidangan DPRD dilaksanakan dan tantangan yang dihadapi dalam praktiknya. Berdasarkan
uraian tersebut, dapat dilihat bahwa penyusunan risalah rapat paripurna merupakan bagian penting dari
penyelenggaraan fungsi DPRD yang sering kali kurang mendapat perhatian. Padahal, keberadaan risalah
rapat paripurna sangat menentukan kualitas administrasi persidangan dan akuntabilitas DPRD sebagai
lembaga perwakilan rakyat daerah [12]. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian mengenai peran Bagian
Persidangan Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo dalam penyusunan risalah rapat paripurna, guna
mengetahui sejauh mana peran tersebut dijalankan serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya.

.  METODE

Penelitian ini menggunakan metode sosiolegal research dengan pendekatan socio of law, pendekata
ini digunakan untuk melihat das sollen ke das sein digunakan untuk menganalisis peraturan perundang-
undangan terkait penyelenggaraan pemerintahan daerah dan administrasi DPRD, terdiri dan Undang —
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2024
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan DPRD Kabupaten Sidoarjo Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata
Tertib DPRD. Bahan primer yang digunakan adalah data observasi, dan bahan sekunder berupa buku dan
jurnal. Analisis terhadap bahan hukum dilakukan dengan menggunakan penafsiran hukum secara
sistematis.

.  HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Proses Penyusunan Risalah Rapat Paripurna
Risalah rapat adalah dokumen resmi yang memuat catatan jalannya rapat secara lengkap dan

sistematis, termasuk seluruh pembahasan, pendapat, saran, tanggapan peserta, serta keputusan yang
dihasilkan [11]. Dokumen ini berfungsi sebagai bukti administratif, acuan legal, dan referensi bagi tindak
lanjut kebijakan DPRD. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, risalah adalah catatan atau laporan
singkat mengenai pembicaraan dalam suatu pertemuan atau sidang. Risalah rapat ini memuat pendapat,
saran, tanggapan, serta keputusan yang dihasilkan dalam rapat atau sidang resmi.

Di DPRD Kabupaten Sidoarjo, terdapat berbagai jenis rapat yang diselenggarakan, beberapa
diantaranya:

1. Rapat Paripurna yaitu rapat resmi DPRD yang dihadiri oleh seluruh anggota DPRD beserta pimpinan.
Rapat ini digunakan untuk pengambilan keputusan penting dan strategis serta berdampak luas pada
kehidupan bermasyarakat dan bernegara., seperti pengesahan rancangan peraturan daerah,
pengesahan anggaran, atau pengambilan keputusan lainnya yang bersifat final, sebagaimana
tercantum dalam Pasal 159 ayat (1) UU Pemerintahan Daerah.

2. Rapat Komisi, yaitu rapat yang diadakan oleh masing-masing komisi DPRD untuk membahas isu-isu
tertentu secara mendalam sesuai bidang kerja komisi tersebut, misalnya pendidikan, kesehatan, atau
pembangunan. Fungsi rapat komisi adalah mempersiapkan materi atau rekomendasi sebelum dibawa
ke rapat paripurna. Hal ini sesuai dengan Pasal 41 dan 42 Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD,
yang menyatakan bahwa DPRD membentuk komisi-komisi untuk membahas urusan tertentu sesuai
dengan bidang komisinya.

3. Rapat Badan Musyawarah (Banmus), bertugas menyusun agenda rapat DPRD dan menentukan
prioritas pembahasan. Rapat Banmus menjadi forum koordinasi internal DPRD untuk menjadwalkan
pembahasan peraturan daerah, rancangan kebijakan, atau program kerja DPRD. Hal ini sesuai
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dengan Pasal 163 UU Pemerintahan Daerah yang memberikan kewenangan kepada DPRD untuk
membentuk badan-badan musyawarah dalam mengatur agenda kerja DPRD.

4. Rapat Badan Anggaran (Banggar), yang membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (RAPBD) bersama pemerintah daerah. Banggar bertugas menelaah, memeriksa, dan
memberi rekomendasi terhadap rancangan anggaran sebelum diajukan ke rapat paripurna untuk
disahkan. Hal ini diatur dalam Pasal 163 UU Pemerintahan Daerah dan Peraturan DPRD tentang Tata
Tertib DPRD yang mengatur peran DPRD dalam membahas dan menetapkan anggaran daerah.

5. Rapat Kerja, yaitu rapat yang diadakan DPRD dengan perangkat daerah atau pihak terkait untuk
membahas evaluasi program, kebijakan, atau isu strategis lainnya. Rapat ini bersifat koordinatif dan
konsultatif, bertujuan untuk memperoleh data, masukan, dan kesepakatan sebelum keputusan atau
rekomendasi diambil..

Setiap rapat DPRD menghasilkan keputusan, rekomendasi, atau kesepakatan yang memiliki
konsekuensi administratif maupun yuridis. Untuk itu, risalah rapat berperan sebagai dokumen resmi yang
mencatat secara sistematis jalannya rapat, pokok-pokok pembahasan, pendapat dan saran peserta, serta
keputusan yang diambil. Risalah rapat tidak hanya menjadi arsip resmi DPRD, tetapi juga berfungsi
sebagai alat pertanggungjawaban administratif, pedoman pelaksanaan kebijakan, dan referensi bagi
tindak lanjut program atau kebijakan yang telah disepakati dalam rapat [13]. Dengan demikian, risalah
rapat menjadi instrumen penting dalam menjamin transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas
penyelenggaraan pemerintahan daerah..

Rapat paripurna merupakan sidang resmi tertinggi dalam lembaga legislatif yang dihadiri oleh
seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) beserta pimpinan dewan. Rapat ini memiliki
fungsi strategis dalam proses legislasi, yaitu untuk membahas, mengevaluasi, dan memutuskan kebijakan
publik, rancangan peraturan daerah, serta isu-isu penting yang telah melalui pembahasan di tingkat komisi
atau panitia khusus [14]. Rapat paripurna dilaksanakan sebagai forum legitimasi akhir yang mewalkili
kehendak kolektif anggota legislatif dalam menetapkan keputusan yang memiliki implikasi hukum dan
administratif bagi pemerintahan daerah.

Dalam rapat paripurna, setiap anggota dewan memiliki hak yang sama untuk menyampaikan

pandangan, mengajukan pendapat, serta memberikan suara terhadap berbagai agenda rapat. Hal ini
sesuai dengan prinsip kebebasan berpendapat dalam forum legislatif yang merupakan aspek fundamental
dalam demokrasi deliberatif [15]. Rapat paripurna juga berperan sebagai sarana akuntabilitas politik, di
mana anggota DPRD dapat mempertanyakan, menanggapi, dan mengevaluasi kebijakan eksekutif atau
usulan legislasi yang diajukan, sehingga menghasilkan keputusan yang mencerminkan aspirasi rakyat dan
kepentingan publik.
Selain itu, rapat paripurna menjadi simbol keterbukaan dan partisipasi kolektif dalam sistem demokrasi
representatif. Arena legislatif seperti rapat paripurna memungkinkan terjadinya dialog antaranggota,
negosiasi kepentingan, dan konsensus politik yang kuat, sehingga memperkuat legitimasi keputusan yang
dihasilkan. Karena itu, penyelenggaraan rapat paripurna tidak hanya mencerminkan mekanisme formal,
tetapi juga nilai substansial pemerintahan yang demokratis, adil, dan responsif terhadap kebutuhan
masyarakat. Dari perspektif tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), rapat paripurna juga
berperan dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas publik, karena hasil pembahasannya
dituangkan dalam risalah rapat yang seharusnya dapat diakses oleh masyarakat sesuai dengan prinsip
keterbukaan informasi public [13]. Dengan demikian, rapat paripurna tidak hanya menjadi mekanisme
pembentukan keputusan internal DPRD, tetapi juga instrumen penting dalam memperkuat hubungan
antara pemerintah daerah dan warga negara melalui penyediaan informasi yang terbuka, jelas, dan dapat
dipertanggungjawabkan.

Penyusunan risalah rapat dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu :

1. Tahap Persiapan Rapat
Sebelum rapat dimulai, petugas dari Bagian Persidangan menyiapkan segala sesuatu agar proses
pencatatan berjalan lancar. Beberapa langkah penting meliputi:



Mujadalah: Jurnal Advokasi dan Peradilan | 15

Menyusun dan menyiapkan agenda rapat berdasarkan undangan resmi dari pimpinan DPRD.
Mengumpulkan dokumen pendukung seperti daftar hadir, naskah pidato, draf keputusan, dan
dokumen terkait lainnya.

Menyiapkan seluruh peralatan dokumentasi, termasuk alat tulis, laptop, dan perangkat rekam
suara atau kamera, serta memastikan kesiapan teknis untuk menyiarkan rapat secara langsung
melalui platform YouTube agar masyarakat dapat mengakses jalannya persidangan secara
transparan

Menentukan petugas Bagian Persidangan yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan rapat,
termasuk pimpinan rapat atau Dirjen yang memimpin lagu kebangsaan dan mars DPRD pada saat
pembukaan, menerima tamu serta memeriksa daftar hadir peserta rapat, serta membagi urutan
kegiatan pembukaan agar seluruh rangkaian berjalan tertib dan sesuai protokol. Petugas lainnya
bertugas mencatat risalah, mengelola dokumentasi, dan memastikan kelancaran rapat.
Melakukan koordinasi dengan pimpinan dan anggota DPRD untuk memastikan mereka menerima
agenda dan materi rapat tepat waktu serta menanyakan adanya tambahan atau perubahan materi
rapat sebelum rapat dimulai.

2. Tahap Pelaksanaan dan Pencatatan Proses serta Hasil Rapat
Pada tahap ini, pencatatan dilakukan secara langsung selama rapat berlangsung. Petugas Bagian
Persidangan yang telah ditunjuk sesuai dengan bagiannya mencatat:

a.

b.
c.
d

e.

f.

Hari, tanggal, waktu, dan tempat rapat.

Kehadiran anggota DPRD, pimpinan, dan pihak undangan lainnya.

Agenda rapat serta siapa yang memimpin rapat.

Jalannya rapat secara ringkas kronologis agar mudah dirujuk saat penyusunan risalah akhir.,
termasuk termasuk:

(1) Pandangan fraksi, tanggapan kepala daerah bila hadir, dan pendapat akhir fraksi.
(2) Keputusan, rekomendasi, atau kesepakatan yang diambil.

(3) Pertanyaan, interupsi, atau tanggapan anggota DPRD yang relevan.

(4) Catatan tambahan untuk tindak lanjut atau follow-up dari keputusan rapat.

(5) Setiap perubahan agenda atau pengumuman mendadak yang terjadi selama rapat.
Menandai hal-hal penting yang harus dicantumkan dalam risalah.

Menjaga objektivitas, tidak menambahkan atau mengurangi isi pembahasan

3. Tahap Penyusunan Naskah Risalah
Setelah rapat selesai, catatan mentah yang diperoleh selama rapat diolah menjadi naskah resmi
risalah rapat paripurna. Proses penyusunan meliputi:
a. Menyusun risalah sesuai format standar Tata Naskah Dinas Pemerintah Daerah sebagaimana

Permendagri Nomor 1 Tahun 2023.

b. Bagian-bagian risalah meliputi:

(1) Kop risalah: nama lembaga, judul pembahasan rapat terkait apa, dan tanggal rapat, serta
alamat kantor.

(2) Pembukaan: waktu, tempat, pembahasan dan pimpinan rapat, serta pendamping rapat.

(3) Daftar hadir: peserta rapat dan undangan, termasuk anggota dprd dan OPD.

(4) Uraian jalannya rapat: pandangan, tanggapan, dan hasil pembahasan.

(5) Keputusan atau kesimpulan rapat : berupa keputusan, rekomendasi, atau kesepakatan yang
dicapai.

(6) Penutup: waktu berakhir rapat dan tanda tangan pimpinan.

(7) Memastikan bahasa yang digunakan formal, baku, dan sesuai EYD.

(8) Melampirkan dokumen pendukung seperti notulen, daftar hadir, dan keputusan rapat.

4. Tahap Pemeriksaan dan Pengesahan
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Draft risalah yang sudah diperiksa oleh Kepala Bagian Persidangan dan Perundang — Undangan
kemudian diserahkan kepada pimpinan rapat atau pimpinan DPRD untuk disahkan. Langkah-
langkahnya:

a. Pemeriksaan redaksional untuk memastikan penulisan, kelengkapan data, keakuratan informasi,
dan kesesuaian isi risalah dengan jalannya rapat oleh Kepala Bagian Persidangan dan
Perundang — Undangan.

b. Pimpinan rapat memberikan paraf atau tanda tangan pengesahan. Proses pengesahan dapat
dilakukan setelah seluruh catatan diperiksa dan disetujui oleh pihak terkait.

c. Setelah disahkan, risalah menjadi dokumen resmi DPRD dengan kekuatan administratif. Risalah
selanjutnya diarsipkan secara resmi dan dapat digunakan sebagai bukti sah dalam kegiatan
legislasi atau tindak lanjut administratif.

5. Tahap Pengarsipan dan Distribusi serta Publikasi

Risalah yang telah disahkan diarsipkan dan didistribusikan serta dipublikasikan:

a. Arsip asli disimpan di bagian Persidangan atau Arsip DPRD.

b. Salinan dikirimkan kepada pimpinan dan anggota DPRD, Sekretaris DPRD, serta bagian lain
yang membutuhkan tindak lanjut, misalnya Bagian Keuangan atau pemerintah daerah.

c. Arsip disimpan secara fisik maupun digital sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 43 Tahun
2009 tentang Kearsipan. Dalam hal ini digital tersimpan di Google Drive berupa scan.

d. Risalah dapat dipublikasikan secara terbatas atau terbuka melalui web JDIH DPRD untuk
mendukung prinsip transparansi dan akuntabilitas DPRD kepada masyarakat.

B. Faktor Penghambat dalam Penyusunan Risalah Rapat Paripurna

Penyusunan risalah rapat paripurna merupakan tugas yang menuntut ketelitian, ketepatan, dan
kecepatan kerja. Risalah rapat tidak hanya berfungsi sebagai catatan jalannya rapat, tetapi juga sebagai
dokumen administratif resmi yang menjadi dasar pengambilan keputusan dan pertanggungjawaban
kelembagaan DPRD. Kualitas risalah sangat dipengaruhi oleh kondisi internal Bagian Persidangan, baik
dari aspek sumber daya manusia, pengaturan kerja, maupun dukungan teknis dalam pelaksanaan
persidangan [11]. Dalam pelaksanaan penyusunan risalah rapat paripurna, Bagian Persidangan
Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo ditemukan beberapa faktor penghambat yang memengaruhi
efektivitas, akurasi, dan kualitas dokumen risalah sebagai bukti administratif hasil persidangan.

Berdasarkan observasi lapangan dan wawancara selama masa magang dengan salah satu
pegawai pada Bagian Persidangan yang terlibat langsung dalam penyusunan risalah rapat paripurna,
faktor penghambat yang Pertama adalah keterbatasan sumber daya manusia (SDM), keterbatasan
kompetensi petugas pencatat risalah menjadi permasalahan utama dalam penyusunan risalah rapat
paripurna. Sumber daya manusia yang bertugas dalam penyusunan risalah rapat memegang peran
sentral dalam mencatat jalannya rapat secara akurat. Petugas dituntut tidak hanya memiliki kemampuan
dasar, tetapi juga pemahaman substansi terhadap pembahasan rapat, kemampuan bahasa baku, dan
ketelitian dalam menulis. Hal ini terjadi karena kompetensi petugas tidak memadai dengan beban kerja
yang sangat tinggi relatif terhadap jumlah rapat yang harus dicatat. Selain itu, kurangnya program
pelatihan teknis pencatatan risalah atau keterampilan bahasa dan hukum, sehingga substansi diskusi
sulit ditangkap dan ditulis secara akurat.

Kedua, tingginya intensitas agenda persidangan dan durasi rapat paripurna juga menjadi
tantangan tersendiri. DPRD sering memiliki jadwal rapat yang padat dengan berbagai jenis pertemuan,
mulai dari rapat komisi, rapat badan musyawarah, hingga rapat kerja dengan perangkat daerah. Agenda
rapat yang panjang dan beragam menuntut petugas risalah mencatat setiap perubahan, keputusan
mendadak, dan tambahan materi dengan cepat. Tekanan waktu yang tinggi memengaruhi kemampuan
konsentrasi dan pemahaman terhadap pembahasan rapat.

Ketiga, koordinasi dan komunikasi antar petugas bagian persidangan, selama berlangsungnya
rapat paripurna, terkadang muncul kendala koordinasi terkait pemimpin rapat, urutan agenda, atau
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penentuan pembicara. Ketidakjelasan dalam komunikasi ini dapat membingungkan petugas risalah
dalam menentukan poin-poin penting yang harus dicatat dan dimasukkan ke dalam dokumen resmi.
Misalnya, pergantian pimpinan rapat atau ketidaksesuaian antara daftar hadir dan peserta yang hadir
secara aktual dapat menimbulkan kesulitan dalam pencatatan.

Keempat, keterbatasan waktu penyusunan risalah, risalah rapat harus disusun segera setelah
rapat selesai agar keputusan yang diambil dapat segera dijadikan acuan administrasi dan didistribusikan
kepada pimpinan rapat untuk diparaf atau ditandatangani. Namun, keterbatasan waktu, terutama ketika
rapat berlangsung lama atau membahas banyak agenda, dapat menimbulkan tekanan bagi petugas
risalah. Proses verifikasi data, termasuk pengecekan daftar hadir dan konsistensi pembahasan, seringkali
terbentur waktu yang terbatas.

c. Upaya Mengatasi Hambatan Penyusunan Risalah Rapat Paripurna

Untuk memastikan risalah rapat paripurna DPRD disusun secara akurat, lengkap, dan tepat waktu,
berbagai upaya dapat dilakukan guna mengatasi hambatan yang telah diidentifikasi. Dalam mengatasi
keterbatasan sumber daya manusia, salah satu upaya utama yang dilakukan adalah dengan menerapkan
pembagian tugas yang tepat sesuai dengan kompetensi pegawai. Ketepatan pembagian tugas dipandang
sebagai faktor penting dalam menunjang kelancaran pelaksanaan penyusunan risalah, mengingat
pekerjaan tersebut menuntut ketelitian, pemahaman terhadap prosedur persidangan, serta kemampuan
administrasi yang memadai. Oleh karena itu, the right manin the right place, the right man on
the right job dijadikan dasar agar setiap tahapan penyusunan risalah dapat dilakukan secara optimal [16].
Penyusunan risalah rapat paripurna membutuhkan tingkat konsentrasi dan ketelitian yang tinggi karena
risalah harus memuat jalannya rapat, pokok-pokok pembahasan, pandangan peserta rapat, serta
keputusan yang diambil. Penempatan pegawai yang memiliki pemahaman terhadap alur persidangan,
tata tertib rapat, dan administrasi persidangan menjadi langkah penting dalam meminimalkan kesalahan
pencatatan. Upaya ini dilakukan agar substansi rapat dapat terdokumentasi secara lebih akurat,
sistematis, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pada pelaksanaannya, pembagian tugas yang disesuaikan dengan kemampuan dan pengalaman
pegawai juga bertujuan untuk memperjelas tanggung jawab kerja masing-masing petugas risalah.
Dengan pembagian tugas yang jelas, proses pengendalian dan evaluasi hasil kerja dapat dilakukan
dengan lebih mudah, sehingga kualitas risalah rapat paripurna tetap terjaga meskipun dihadapkan pada
keterbatasan waktu dan tingginya intensitas agenda persidangan. Selain pengaturan pembagian tugas,
peningkatan kapasitas dan kompetensi petugas risalah juga menjadi upaya yang diperlukan dalam
mengatasi keterbatasan sumber daya manusia. Peningkatan kapasitas dapat dilakukan melalui pelatihan
teknis secara berkala yang mencakup kemampuan mencatat secara cepat dan akurat, penguasaan
bahasa baku, pemahaman substansi rapat, serta penggunaan perangkat teknologi pendukung
dokumentasi persidangan. Dengan kompetensi yang memadai, risiko kesalahan pencatatan dapat
diminimalkan dan kualitas risalah dapat ditingkatkan.

Selain itu, manajemen jadwal dan pembagian tugas perlu dioptimalkan untuk menghadapi
tingginya intensitas agenda persidangan. Pembuatan jadwal kerja yang jelas dan alokasi waktu yang
cukup bagi petugas risalah akan membantu mengurangi tekanan selama rapat. Pembagian tugas yang
terstruktur, termasuk penunjukan petugas khusus untuk setiap jenis agenda rapat, dapat memastikan
pencatatan dilakukan secara lebih fokus dan sistematis.

Koordinasi antarpetugas juga menjadi hal yang krusial untuk kelancaran penyusunan risalah.
Solusi yang dapat diterapkan antara lain membuat mekanisme komunikasi internal yang jelas sebelum
dan selama rapat, menetapkan protokol pencatatan, serta menugaskan petugas koordinator untuk
memastikan setiap anggota tim mengetahui perannya. Hal ini akan mengurangi kemungkinan
kebingungan terkait urutan agenda atau pemimpin rapat, sehingga semua poin penting dapat dicatat
dengan tepat.



Mujadalah: Jurnal Advokasi dan Peradilan | 18

Pemanfaatan teknologi informasi menjadi solusi strategis dalam mengatasi keterbatasan waktu
penyusunan risalah. memanfaatkan sistem daftar hadir berbasis online. Setiap anggota DPRD dapat
melakukan presensi melalui aplikasi resmi yang dikembangkan khusus untuk rapat, baik menggunakan
smartphone, tablet, maupun komputer. Dengan login menggunakan akun resmi, kehadiran anggota akan
tercatat secara otomatis sehingga meminimalkan kesalahan pencatatan manual. Selain itu, sistem dapat
dilengkapi dengan fitur pemindaian QR code atau barcode di ruang rapat. Setiap peserta cukup memindai
kode tersebut, dan sistem akan secara otomatis mencatat waktu hadir serta waktu keluar, sehingga
petugas risalah memiliki data yang lebih akurat untuk dicantumkan dalam dokumen resmi. Hal ini juga
mempermudah verifikasi dan memastikan seluruh anggota yang hadir tercatat secara tepat. Data
kehadiran yang terekam secara digital dapat langsung terintegrasi dengan sistem pencatatan risalah.
Dengan cara ini, petugas tidak perlu lagi menyalin atau memeriksa daftar hadir secara manual, sehingga
proses penyusunan risalah menjadi lebih cepat dan akurat. Informasi kehadiran yang tercatat juga
memudahkan pemantauan serta pengelolaan data untuk keperluan administrasi DPRD. Meskipun
menggunakan sistem digital, tetap disarankan menyediakan daftar hadir manual sebagai cadangan. Data
dari presensi kertas ini dapat diunggah ke sistem online untuk verifikasi tambahan. Dengan kombinasi
presensi offline dan online, DPRD dapat memastikan keakuratan, efisiensi, serta transparansi dalam
pencatatan kehadiran anggota rapat, sekaligus mendukung kelancaran penyusunan risalah rapat
paripurna.

IV. KESIMPULAN

Penyusunan risalah rapat paripurna di Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo dilakukan melalui
tahapan yang sistematis, mulai dari persiapan rapat, pencatatan jalannya rapat, penyusunan naskah
risalah, pengesahan, hingga pengarsipan dan distribusi, dengan tujuan menghasilkan dokumen resmi yang
akurat, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Meskipun proses ini dilakukan secara terstruktur,
dalam pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan kompetensi SDM,
miskomunikasi, tingginya intensitas agenda persidangan, serta waktu yang terbatas dalam penyusunan
dan verifikasi daftar hadir peserta. Risalah rapat berperan penting tidak hanya sebagai dokumen
administratif, tetapi juga sebagai instrumen untuk mewujudkan keterbukaan informasi publik dan
akuntabilitas DPRD, memungkinkan masyarakat untuk memahami jalannya proses legislatif, menilai
kualitas keputusan yang diambil, dan mengawasi kebijakan pemerintah daerah. Oleh karena itu, penguatan
koordinasi antarpetugas, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta sistem publikasi yang lebih
teratur dan mudah diakses publik menjadi kunci agar risalah rapat dapat mendukung prinsip transparansi,
akuntabilitas, partisipasi masyarakat, dan penerapan good governance di tingkat pemerintahan daerah
secara optimal. Dengan demikian, risalah rapat tidak hanya menjadi arsip resmi DPRD, tetapi juga sarana
strategis untuk memperkuat interaksi antara pemerintah daerah dan masyarakat serta meningkatkan
kepercayaan publik terhadap kinerja lembaga legislatif.
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